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BUPATI TASIKMALAYA 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 18 TAHUN 2013 

TENTANG 

pr' RUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMO~ ] TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA D E RAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

Menimban a 

TAHUN AN GARAN 2013 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG M. A ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa , ehubu n gan den ga diterimanya bantuan keuangan 
d ri emeri -ltah Provo ~ . ,]r wa Bara ' serta ,-rgeser n beberapa 
obj k dan ri cian 0 ~ek da! _ m jenis belanja 1 a n g sarna, setelah 
ditetapkannya Perat uca n DClerah (a upaten Tas ikmalaya 
N m 1 Ta un 2 13 te tang ng,gara Pen ata n dan 
Belanja Daera Tahu Anggaran 2013 dan Peratura Bupati 
Ta sikmaJaya Nomor 1 Tahun ' ,01 3 lent g r enjabaran 
An gar n Pe ~d pa -a d r Jl 

20 13, d ipandang per u u ntuk m nguba 
Tasik aJaya dirna k ud; 

Ta 1 un Anggaran 
Per " tW'a1 Bupati 

b. a hwCJ berdasarkan lampiran Peraturar Mentcr i Da lam Negeri 
o nor r 7 Tahun 2012 ten tang PedO! ~an P nyusunan Anggaran 

Pendap a n da ... Belanja Daera b Tahvn An ggaran 2013 angka V 

n qmor 14, P 'ogram dan k ,gh . n ya n, ' dig ' ayai dp.ri qana 
tran r n s lqah j _ ' , '~ 1, - nn ;'"C1pn a s '" erti Dana Darurat, 
Dana Be , ana , am, d~1n pelC1 K; ~ p.np.an 'egiatap dalam ~eadaqn 
darurat dan l a. t 3.'.J m 0> 1 esak ainnya, yqng belum cukup 
tersedia dan/atau belum dianggarkan da1am APBD, dapat 
dilaksanakan mendahul i penetapan Peratural1 pq~rah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana d imaksuQ 
dalam huruf a dan huruf b , perlu menetap~ap P~rat~n~r 

Bupati Tasikmalaya tentang Penibahan Kedua Atas Peraturan 
I ' "'H Bupati Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2013 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013. 



Mengingat 

2 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran 

egara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah 
d iubah beberapa kali terakhir dengan Un dang-Undang Nomor 
16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengga 1ti Unda g- nda n Nomor Tahun 2008 tentang 
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nom r 6 Tahun 
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 009 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indon esia Nomor 4999); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 ntang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lem ba ran Negara Repubhk Indones ia Tahun 
1985 Nomor 68, Tam ba an Lembaran Negara Republik 
In donesia Nom or 331 2) se bagaimana tel h diubah dengan 
Undang-Undang No or 2 Tah n 1994 tentan g Perubahan 
Atas Undan g-U dang No~ or 12 Tahun 98 5 ten ta ng Pajak 
Bumi an Bangunan (Lembaran egara Republik Indonesia 
T hun 1994 Nom r '""" 2 , Tambahan Lemb ra n N gara Republik 
Indonesi N mor 35 -9) ; 

4 . Undang-Undang ornor 28 Tahun 1999 tentang 
ny Ie ... ag raa L aara a BeL ih a Beba dari Korupsi, 

olusi dan Nepotisr e Lemb ra Negara Repu blik Indonesia 
Ta hun 1999 N mor '75, Tambahan Lemb ran Nega a Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

5 . Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pembe a ta a n Tindak Pida a oru si (Lembaran Negara 
Repub ik lr donesia 'rahun 1999 N m or 78, Tambahan 
L rnbaran Negara epublik Indone ia Nomor 3854), 
sebagaimana telah diubah den gan ndang-Undang Nomor 20 

Tahun 200 1 ten tang Peruba a n Atas Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 ten tang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4150); 
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6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Nega ra Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

8 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nom or 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1); 

10. Undang-Undan g Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran N gara 
Repub lik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa 
ka li diubah terakhir dengan Undang-Undang Nom r 12 

Ta hun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undan g-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pem rintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah u n 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia 

omor 4844); 
11. Undang-Un da n g Nom or 33 Tahu 2004 tenta n g Perim bangan 

Keuangan an ra P merin tah Pusat a n Pem erintahan 
Daera (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia 
Nomor 4438); 

12 . Undan -Undang Nom or 27 Tahun 200 tenta n g Majelis 
P ~ usyawar a Rakya , D a n Perwal i a n Rakya t , Dewan 
Perwakilan Daerah da n De an Perwakila n Ra kya t Daerah 
(Lembaran Negara Re u blik In d on esia Tah un 2009 
Nom or 123, Tambah an Lem baran Negara Repu blik Indonesia 
Nom or 5043); 

13. U dang-Un a ng Nomo r 2 8 Ta h un 2009 ten tan g Pajak Daerah 
d etrib i Daerah (Lemba ·all. Negara Republik Indonesia 

a hun 2 0 09 Nornor 130, Tarnba h a n Le znbara n Ne ga r a 

Repub ik Indonesia Nomor 5049 ); 
14. Undang-Unda ng Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Pera tur' n Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Ind n esia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
15. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5361); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) , 
sebagaimana te1ah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Keempat Be1as Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nornor 32); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Keududukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah {Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

ornor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Ked ukan Pr tok ler dan Keua gan Pimpinan dan Anggota 
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nornor 90, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Ind nesia 
Nornor 4416) sebagairnana telah beberapakali di bah, 
terakhir dengan Peraturan Pernerintah Nornor 21 Tah u n 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protok o1er dan 
Keuangan Pimpina an Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

aerah (Lem baran N gara Republik Indonesia Tahun 2007 
ornor 47, Tarnbahan Lem baran Negara Republik Indonesia 

Nornor 47 12); 
19. Peraturan Pemerintah ornor 23 Ta un 2005 ten tang 

Penge olaan Keuangan Badan Layanan U mum (Lernbaran 
Negara R publik Indon e ia Tahun 2005 omor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik In don sia Nomor 4502); 

20 . Perat ran Pemerin tah Nomor 5 Tah n 2005 tentang 
Da en anga (L u ran lega epublik Indonesia 
Tahun 2005 NO! or 137, Tam ahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tomor 4575); 

2 1. Pera turan Pem rinta h Nom or 56 Tahu n 2005 ten tang Sistem 
In form a si Keuangan Daerah (Lem ara Negara Republik 
Indon es·a Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Repub ik Indonesic Nomor 4576) sebagaimana telah 
d i b ah den an Pe r turan P ernerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tenta Peru bahan Atas Peratura Pemerintah Nomor 56 
Tahun 20 5 tentang Sis em Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 110, Tarnbah n Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5155); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585); 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4587); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pe gelol a n Barang Milik gar r /Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) 
sebagaima na telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 20 8 tentang Peraturan Atas Pera turan 
Pemerintah Nomor Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik In donesia 
Tahun 2008 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun Nom r 4855); 

27. Peraturan P merintah NomoI' 8 Tah u n 2006 tentang 
lapor an Kinerja Ins tansi Pemerintah 

Lembara Nega -a Republ" k In onesia Tahu n 200 Nomor 25, 
Tam a an Lem aran Negara Republik Indonesia 

ornor 46 ) ; 
28 . Peraturan Pemerint' h Nomor 3 T hun 2007 ten ta n g Laporan 

Penyele ggaraan Pem rintahan Da rah kepa da Pemerintah, 
..... ~I>J'-'~ an , n g} epala Daerah 
kepada a 1 yat Daer h, da n Informasi 
L ran eny len a ra a Pemerint an Daera h kepada 
Ma syarakat (Lemba ran Negara Repu blik In don esia Tahun 
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran egara Republik 
In 0 es · a. mor 4 9 3); 

29. Perat ran emerintah No nor 38 Ta h n 2007 tentang 
ernb gian Uru. 1 P c m.e r · tab. n antara Peme rintah, 

Peme i taha Daerah Pro insi d an Pemerintahan Daerah 
Kabupaten / Kota (Lemba r n Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 47 '"'7); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Ua ng Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738); 
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31. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 
32. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4890) 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
In donesia Tahun 2009 Nomor 18, Ta m bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah 
diuba d n gan Perat ran Pemerinta h Nomor 83 Ta hun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah N mor 5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 
(Lembata Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 195, Tamba an Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5351); 

35. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tah n 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakila n Rakyat 

aerah tentang Tata 'ertib Dewa n Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indon esia Tahun 2010 
Nomor 22 , ambah an Lernbaran Negar Republik Indonesia 
Nomor 510 ); 

36. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 ten tang Tata 
Cara Pela sanaan Tugas dan Wewena g serta Kedudukan 
Keuangan Gubern r sebagai Wakil Pemerintah d i Wilayah 
Provinsi (Lembaran N gar a Rep blik Indon esia Ta h un 2010 

om r 2 5 , a u ba an Le r bar n Negar Republik Indonesia 
Nomor 5 . 0 7 sebagaim ana t la . diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 1'a un 2011 ten tang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah No or 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara P laksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 
Keuangan ~ubern r ;:,ebaga· Wa kil Pemerintah di Wilayah 
Provinsi (Lembaran Negare R publik I don esia Tahun 2011 
Nomor 44, Tambahan Lemba an Tegara Republik Indonesia 

Nomor 4209); 
37. Peraturan emerin ah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian da n P manfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribu si Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

38. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonc5ia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lcmb\lran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ; 
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39. Peraturan Pernerintah Nornor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjarnan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nornor 59, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 5219); 

40. Peraturan Pernerintah Nornor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nornor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5272); 

41. Peraturan Presiden Nornor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/ J asa Pernerin tah se bagairnana telah be berapakali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nornor 70 Tahun 
2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 
Nornor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barangjjasa 
Pernerintah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
20 12 Nornor 155, Tarnbahan Lernbara n Negara Republik 
Indonesia N ornor 5334); 

42. Per turan Men t ri Dalarn Nege i Nornor 13 Tahun 2006 
tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalarn 1 egeri Nornor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan 
Ked a Atas Peratur r n Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 
2006 tentang PedornCtn Pengelol an Keuangan Daerah; 

43 . Peraturan Menteri D lam Negeri Nomo 16 Tah n 2007 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
-entang Anggaran Penda patan dan Belanja Daerah dan 
ancangan Peraturan Ke ala Daerah tentang Penjabaran 

A ggaran Pendap tan dan Belanj a Daerah sebagairnana telah 
lubah dengan Pera tu ra Me ~teri ala ~ Negeri Nomor 16 

Tah 2007 tentang T ta Cara Eva uasi Rancangan Peraturan 
erah t ntang n gg'r n Pen apatan an Belanja Daerah 

dan Rancangan Pera turan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah; 

44 . er u r n Iegeri 17 Tahun 2007 
entan a Pedoman' kn is Pengelo aan Baran g Milik Daerah; 

4 5 . P at ran Me t ri D la m Negeri NOI or 2 1 Tahun 2007 
tenta g Penge ompokan Kemampuan K uan gan Daerah, 
Penganggaran dan ertanggungja a ban P n ggunaan Belanja 
Pe u njang Operasional Pimpin a DPRD ser ta Tata Cara 
Pe gem bali Tunjangan K rnunikasi In tensif dan Dana 
o e r a sional; 

46. Perat ra n M nteri Dalam egen ornor 24 Tahun 2009 
tentang Pe oman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran 
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, 
Penyaluran dan La oran Pertanggungjawaban Penggunaan 
Bantuan Keuangan Partai Politik; 

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 32 Tahun 2011 
tentang Pedornan Pernberian Hibah dan Bantuan sosial Yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn 
Negeri Nornor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial Yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2013; 

50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pem erintah Daerah; 

5l. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2012 
tentan g Penjaba ra n A ga~ ran Pen dapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 
Tahun 013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 
Jaw Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penj a baran 
Anggaran Penclap tan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 201 3; 

52. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 
Tahun 200 ntang Satua Polisi Pamong Praja; 

53. Peraturan Daerah Kab · paten Tasikmalaya Nomor 4 

54. 

ahun 2008 te ta g Pokok-p kok Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 
Pera uran Daerah Kabupaten 
Tahun 2008 entang Uru n 
Kabupaten asikmalaya; 

Tasikmalaya N mor 8 
Pemerinta han Daerah 

55. Peratur n Daerah abupaten Tasikm laya Nomor 14 
T n 2008 enta . g ~el ret'ria Daerah Kabupaten 
Tasikm alaya dan Sekre ariat DPRD K bupa ten Tasikmalaya; 

56 . P ra t ran Da rah Kab paten Ta s ikmala a Nomor 15 
Tahu 1 2008 tentang Dina s Daerah Ka bupa ten Tasikmalaya 
se bagaimana telah diu bah be berapa kali terakhir dengan 
Peratu ran Daerah Kabupa en Ta sik malaya Nomor 8 
Tahu! 201 2 tentang Peru' ahan Kedua Atas Peraturan 
Da erah N mo~ 15 h un 008 te tang Dinas Daerah 
Kabu a ten Tasikmalaya; 

57. Peraturan Daerah abupa en Tasikmalaya Nomor 16 
Tahun 2008 ten ng Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya dan antor Pelayanan Perijinan Terpadu 

Kabupaten Tasikmalaya; 
58. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 

Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2012 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
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Nornor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten 
Tasikmalaya; 

59 . Peraturan Daerah Kabupaten Ta sikmalaya Nomor 18 

Tahun 2008 tentang Kecarnatan di Lingkungan Pernerintah 
Kabupaten Tasikmalaya ; 

60. Peraturan Daerah Kabupaten 
Tahun 2013 tentang Anggaran 
Daerah Tahun Anggaran 2013; 

Tasikrnalaya N ornor 1 
Pendapatan da n Belanja 

61. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 1 Ta hun 2013 tenta ng 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2013; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PERU BAHAN 
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 1 
TAHUN 2 0 13 TENTAN EN,] BARA ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 
ANGGARAN 2013. 

Pas a! I 

Bebera a ketentuan yang diatur dalar. Peraturan Bu ti Tasikmalaya Nomor 1 
Tahun 20 13 tentang Penjabaran An ga ran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun Ang raran 2013 (Berita Daerah Ka bupaten 
Tasikrnalaya Tahun 2013 Nomor 1) seba gaim a na telah diubah dengan Pera turan 
Bupati Ta s ikmalaya Nomor Tahun 2 0 ] 3 entang Peru a an atas Peraturan 
Bupati Ta . ik rna ay lomor 1 T h u n 20 13 ten tang Penjabaran Anggara n 
Pendapatan da Bela j Daerah Kabupat 11. Tasl <:rnal y ah' n An ggaran 2013 

(Berita Daerah Ka upaten Ta 'kmalaya Tah n 2 13 Nomor 9 ), diuba h sebagai 
berikut : 

1. Ketentu an Pa 'a l 1 diu ah , sehingga berbunyi se a gai berik t : 

Pa 1 1 

Anggara n Pendap an dan 1a .ja a rah a hun Ang a n 2 0 13 terdiri atas : 
1. Pendapatan : 

a. Pendapa tar Asli Daerah 
b . Dana Perim bang n 
c. Lain-lain en apatan 

Jum la h Pen 

2 . Belanja : 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Bunga 

3) Belanja Subsidi 
4) Belanja Hibah 

Rp. 70.035 .3 8 3 .000,00 

Rp. 1.410.94 5.756.588,00 

.er ah Yang S" h _ -.&::-R-=-. __ -.:::6::...;:0:..::8:c:-. 9:::::..;2=-9:::..;.=2:..:,7...:..7.:..:. 9::...;6:::..;7'-1 • .=0.=0 
patan Rp. 2 .08 9 .910.417.555,00 

Rp. 1.314.463.844.954,48 

Rp. 0 ,00 

Rp. 0 ,00 

Rp. 88.067.400.000,00 

5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 11 .265.41 3 .000,00 

6) Belanja Bagi Hasil Rp. 9 .276.334 .932,70 

7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 76 .298.069 .740,00 
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8) Belanja Tidak Terduga 

b . Belan j a Langsung 
1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Modal 

Jumlah 8elanja 
Surplus/(Defisit) 

3 . Pembiayaan : 

Rp. 5.004.041.000,00 
Rp. 1.504.075.103.627,18 

Rp. 47.766.885 .600,00 
Rp. 2 12.513.342.728,00 
Rp . 395.338.423.377,50 

Rp. 655.618.651. 705,50 
Rp. 2.159.993.755.332,68 
Rp. (70.083.337.777,68) 

a . Penerimaan Rp. 74 .106.527.027,68 

b. Pengeluaran .;::..:R:.s;::p....:... ____ 4-'-.:..:. o:....::2::...:3~.-=-1 =89.=...:..::. 2::...:5:....:0:....>1..::..O..::..O 

Jum lah Pembiayaan Netto Rp. 70 .083.337.777,68 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
Tahun Berke n an p. 

2 . Lam iran I dan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 
d n Lampiran II sebaga i bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupa ti in i. 

Pasal II 

Peraturqn Bupati ini mulai berlaku pad · ta nggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, m emerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati in i dengan penempatannya dalarn Berit~ Daerah Ka bupa ten Ta ikmalaya. 

Diundangkan d i ingapa na 
pada tanggal 16 J uli 2013 

SEKRETA IS DAERAH 
KABUPATEN TA IK !TAL YA 

H. ABDUL KODIR. 
NIP. 19611217 198305 1 001 

Djt aplcan d i in gaparn 
ad ngga 15 Juli 2013 

IKM LA, AI 

JY U - RUZ ANUL ULU 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYATAHUN 2013 NOMOR 18 


